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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan rangkaian pembahasan dan analisis, maka dapat ditarik 

simpulan : 

1. Upaya Dinas Perizinan Kota Yogyakarta sebagai bagian dari Perintah 

Kota Yogyakarta dalam rangka mewujudkan kota inklusi sebagaimana 

tertuang dalam Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang 

Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas adalah 

melalui : pertama, stelsel izin khususnya Izin Mendirikan Bangunan 

(IMB). Hal tersebut dikarenakan keberadaan dari Izin Mendirikan 

Bangunan (IMB) merupakan salah satu perwujudan aksesibilitas fisik bagi 

penyandang disabilitas. Kedua, upaya yang dilakukan oleh Dinas 

Perizinan Kota Yogyakarta dimulai dari lingkungan Dinas Perizinan yakni 

dengan menyediakan loket khusus bagi penyandang disabilitas, sehingga 

pengurusan izin yang dilakukan penyandang disabilitas dapat dilayani 

dengan baik. Dengan begitu maka hak penyandang disabilitas untuk 

memperoleh pelayanan publik dengan baik dapat dipenuhi. Ketiga, upaya 

yang dilakukan oleh Dinas Perizinan Kota Yogyakarta yakni dengan 

menyediakan aksesibilitas dan alat bantu bagi penyandang disabilitas yang 

datang ke Dinas Perizinan Kota Yogyakarta untuk melakukan pengurusan 
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izin. Aksesibilitas yang disediakan berupa ram dan alat bantu yang 

disediakan berupa kursi roda, sehingga Peraturan Daerah DIY Nomor 4 

Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang 

Disabilitas sudah mulai diimplementasikan oleh Dinas Perizinan. 

2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Perizinan Kota Yogyakarta  

dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2012 

tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, 

yang pertama adalah kurangnya sosialisasi peraturan tersebut baik di 

lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta maupun masyarakat, sehingga 

hal tersebut menjadi kendala bagi Dinas Perizinan Kota Yogyakarta dalam 

upaya penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di fasilitas-

fasilitas umum khususnya yang bersifat komersial. Oleh karena itu, maka 

hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 95 ayat (1) Peraturan Daerah DIY 

Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak 

Penyandang Disabilitas. Kedua, kendala yang dihadapi oleh Dinas 

Perizinan adalah belum adanya lembaga yang memiliki kewenangan untuk 

memberikan rekomendasi berkaitan dengan penyedian aksesibilitas bagi 

penyandang disabilitas sebagai salah satu syarat permohonan Izin 

Mendirikan Bangunan (IMB). Walaupun telah terbentuk Komite 

Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, namun 

kewenangan komite tersebut belum sampai pada pemberian rekomendasi 

sebagai syarat dikeluarkannya izin, serta ketidaktahuan dan 
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ketidakterlibatkannya Dinas Perizinan Kota Yogyakarta pada komite 

tersebut. 

3. Upaya yang dilakukan Dinas Perizinan Kota Yogyakarta dalam mengatasi 

kendala-kendala tersebut yakni pertama, dengan tetap menerapkan pasal 

49 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 

tentang Bangunan Gedung sebagai syarat untuk pengadaan aksesibilitas 

bagi penyandang disabilitas di gedung maupun bangunan yang akan 

didirikan sampai dengan adanya kewenangan lembaga khusus untuk 

memberikan rekomendasi berkaitan dnegan aksesibilitas bagi penyandang 

disabilitas. Kedua, upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala 

tersebut dengan adanya syarat khusus bagi pendirian gedung dan 

bangunan pemerintah di Kota Yogyakarta, yakni dengan adanya konsep 

penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Hal tersebut telah 

sesuai dengan Pasal 89 Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2012 

Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. 

 

B. Saran 

Berdasarkan data-data yang diperoleh diatas disarankan bahwa : 

1. Dinas Perizinan harus lebih meningkatkan sosialisasi terhadap pemohon 

izin, khususnya pemohon Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang 

berkaitan dengan gadung atau bangunan publik untuk adanya ketersediaan 
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aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sebagai pemenuhan dari hak-hak 

penyandang disabilitas. 

2. Perlu adanya kerja sama yang baik antar SKPD di Pemerintahan Kota 

Yogyakarta dan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mensosialisasikan 

Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan 

Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas guna terwujudnya kota 

inklusi. 

3. Perlu adanya keterlibatan aktif dari masyarakat agar Peraturan Daerah 

DIY Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-

Hak Penyandang Disabilitas dapat terlaksana dengan baik, serta adanya 

pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan ini 
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